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KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puj i  da n  s y uk ur  ka m i  k ep ad a  Al la h  SWT  yang telah 

memberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat atas iman, nikmat atas 

Islam, nikmat Kesehatan yang diberikan, nikmat kelapangan waktu 

dan kesempatan berharga serta berbagai nikmat lainnya yang tidak 

dapat dihitung dan tidak dapat dibalas. Shalawat dan salam selalu 

dihaturkan dan tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad 

SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para 

pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Beliau adalah sosok figur 

tauladan yang tidak pernah habis keunggulan pribadinya untuk 

diselami, baik dari semua sikap, semua sifat dan semua praktik dalam 

keseharian beliau. Beliau adalah sosok sempurna yang tidak bisa 

tergantikan sampai akhir zaman. Dari beliaulah kita mendapatkan 

petunjuk indahnya Islam dan nikmatnya iman. Untuk Beliau kita 

berdoa bersama semoga kita mendapatkan syafaatnya di Hari Kiamat 

nanti.  

Alhamdulillah a t a s  t er se les a ik an ny a  B uk u “Akuntansi 

Lembaga Publik” yang berhasil ditulis bersama-sama oleh 

mahasiswa program studi Akuntansi Syariah Angkatan 2021 dalam 

masa perkuliahan Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik. Penulis 

mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukung terbitnya 

buku ini, terutama keluarga yang memberikan dukungan penuh, Ibu, 

suami, anak-anak dan saudara-saudara. Para sahabat dan rekan di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud 

Yunus Batusangkar.  

Organisasi yang berorientasi non laba merupakan organisasi 

yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan dan program-

program untuk pelayanan kepada masyarakat dan tidak berorientasi 

untuk memperoleh laba. Organisasi non laba memiliki jenis dan 

kategorinya, ada yang bergerak dibidang keagamaan seperti masjid, 

gereja dan tempat ibadah lainnya, bidang pendidikan seperti sekolah 

negeri, jasa kesehatan seperti klinik kesehatan dan rumah sakit, 
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bidang politik seperti partai politik, bidang sosial seperti LSM, NGO 

yang bergerak dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam 

bentuk pendampingan perundang-undangan, organisasi yang 

membela buruh atau serikat buruh, asosiasi/organisasi profesional, 

institusi riset, museum, dan lain-lain.  

Dalam buku ini terdiri dari 16 (enam belas) bab, yaitu: Akuntansi 

Organisasi Nirlaba, Prinsip-prinsip Akuntansi Organisasi Nirlaba, 

Pengelolaan Keuangan Yayasan, Pengelolaan Keuangan LSM, 

Pengelolaan Keuangan Masjid, Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit, 

Pengelolaan Keuangan Pesantren, Pengelolaan Keuangan Partai 

Politik, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan BLUD, 

Pengelolaan Keuangan BUMDesa, Pengelolaan Keuangan Lembaga 

ZIS, Konsep Value For Money, Konsep Balance Scorecard, Akuntabilitas 

Lembaga Publik, Analisis Rasio Keuangan Lembaga Publik. 

Tujuan dari penulisan Buku ini adalah untuk menambah 

wawasan mengenai Akuntansi Lembaga Publik, sehingga 

pembaca. Buku i n i  d a p a t  m e n g e n a l  d a n  m e n g e t a h u i  l e b i h  

b a n y a k  d a n  l e b i h  d a l a m  t e n t a n g  bagaimana akuntansi 

publik. Kami menyadari bahwa dalam penulisan Buku ini masih 

belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh 

karena itu, kritik yang membangun dan saran yang konstruktif 

akan sangat kami tunggu dan kami harapkan. Semua ilmu yang 

kami miliki adalah ilmu yang baik dan hanyalah berasal dari Allah SWT 

Rabb al ‘alamin, tidak ada daya dari diri ini yang al faqir atasnya. 

Semua kesalahan dan semua kekeliruan di dalamnya menunjukkan 

bahwa betapa terbatasnya ilmu dan kemampuan yang kami miliki. 

Semoga Buku ini dapat bermanfaat untuk para pembaca ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam pengetahuan 

tentang Akuntansi Lembaga Publik. 
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1 Sri Adella Fitri 

BAB 1  

AKUNTANSI ORGANISASI 

NIRLABA 
 

 

Sri Adella Fitri, S.E., M.Si., QIA. 

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 

 

 

 

Pendahuluan 
Berbagai bentuk organisasi yang melakukan pengelolaan keuangan 

dalam program dan kegiatannya berujung pada suatu keputusan yang 

dipengaruhi kondisi kesehatan keuangannya, hal ini juga dipengaruhi 

oleh kondisi keuangan yang dialami oleh organisasi. Keputusan ini 

lebih dikenal dengan istilah Keputusan Ekonomi. Pihak yang 

berkepentingan dan yang memiliki kewenangan dalam mengambil 

keputusan membutuhkan informasi terkait kinerja ekonomi yang 

diperoleh dan kondisi suatu organisasi, ini disebut dengan istilah 

Informasi Ekonomi. Untuk menata dan melakukan pengelolaan 

dokumen ekonomi dengan baik, maka diperlukan sumber daya yang 

memiliki kapasitas yang memadai yang mampu mengadministrasikan 

dokumen atas transaksi ekonomi untuk memperoleh informasi 

ekonomi yang tepat, sesuai dan memadai untuk pengambilan 

keputusan oleh para stakeholders. 

Organisasi yang berorientasi non laba merupakan organisasi 

yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan dan program-

program untuk pelayanan kepada masyarakat dan tidak berorientasi 

untuk memperoleh laba. Organisasi non laba memiliki jenis dan 

kategorinya, ada yang bergerak dibidang keagamaan seperti masjid, 

gereja dan tempat ibadah lainnya, bidang pendidikan seperti sekolah 

negeri, jasa kesehatan seperti klinik kesehatan dan rumah sakit, 
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Neraca lajur atau disebut juga kertas kerja pembantu yang 

digunakan dalam proses akuntansi untuk menyusun laporan 

keuangan. Kerta kerja pada neraca lajur tidak komponen utama dalam 

rangkaian siklus akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan, 

tetapi neraca lajur berguna untuk membantu penyusunan laporan 

keuangan sehingga menjadi lebih mudah dan dapat meminimalisir 

terjadinya kesalahan saat penyusunan laporan keuangan. 

Laporan Penghasilan Komprehensif yang terdapat dalam ISAK 35 

bahwa organisasi yang berorientasi pada nonlaba akan melakukan 

penyesuaian deskripsi atas laporan keuangan tersebut. Penyesuaian 

laporan keuangan yang dilakukan tidak dibatasi sepanjang masih 

mencerminkan fungsi yang benar dan sesuai antara judul dengan isi 

laporan keuangan, dan tidak mengurangi kualitas dari informasi yang 

terdapat dalam laporan keuangan. 

Laporan Perubahan Aset Neto adalah laporan yang bertujuan 

untuk menyajikan saldo akhir dari aset neto. Nilai aset neto diperoleh 

dari jumlah aset neto total tanpa pembatasan ditambah 

surplus/defisit dan jumlah total aset neto dengan pembatasan. 

Laporan Posisi Keuangan Laporan posisi keuangan/neraca 

adalah gambaran dari aset (harta), liabilitas (kewajiban) dan aset 

neto. Laporan posisi keuangan menggambarkan saldo akhir dari 

jumlah aset yang dimiliki secara total, jumlah  kewajiban secara total 

yang harus segera dibayarkan, serta jumlah dari aset neto total. 

Laporan arus kas menggambarkan  aliran kas pada masa satu 

periode tertentu, laporan arus kas menggambarkan informasi atas 

sumber-sumber kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan yang 

terjadi pada setiap kegiatan dalam periode tertentu. Klasifikasi kas 

yang dilaporkan berasal dari 3 aktivitas yaitu, aktivitas operasi, 

aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Saldo akhir yang terdapat 

pada laporan arus kas memiliki jumlah/nilai yang sama dengan 

jumlah kas yang terdapat pada laporan posisi keuangan, jika terjadi 

ketidaksamaan maka terjadi kesalahan dalam proses pencatatan. 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah peningkatan 

transparansi atas laporan yang disajikan secara rinci atas akun-

akunnya. CaLK bagian penting dari laporan keuangan dan tidak dapat 

dipisahkan. CALK memuat penjelasan rinci tentang profil organisasi, 



Akuntansi Organisasi Nirlaba 

 

9 Sri Adella Fitri 

kondisi makro ekonomi, kebijakan akuntansi yang digunakan, serta 

angka-angka yang terdapat pada masing-masing akun yang disajikan 

dalam laporan keuangan dan informasi-informasi non keuangan 

penting lainnya. 

Jurnal Penutup adalah tahapan akhir dari siklus akuntansi setelah 

menyusun laporan keuangan pada akhir periode. Dalam jurnal 

penutup bertujuan untuk menutup  akun nominal kemudian 

menyiapkan neraca akhir yang digunakan pada periode berikutnya. 

Neraca Saldo Setelah Penutupan merupakan proses posting dari 

jurnal penutup ke buku besar dari masing-masing akun nominal. Akun 

nominal harus ditutup (pendapatan dan beban) sehingga saldo 

akhirnya nol,  maka yang masih  bersaldo pada akhir periode adalah 

akun riil. 

 

******* 
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PROFIL PENULIS  

Sri Adella Fitri, S.E., M.Si., QIA.  

Ketertarikan penulis mendalami akuntansi 

sektor publik dimulai pada tahun 2008 silam. 

Hal ini disebabkan karena penulis melanjutkan 

pendidikan ke Strata 2 dengan memilih 

keilmuan pada bidang Akuntansi Sektor Publik 

dan Pemerintahan. Penulis memiliki keilmuan 

dibidang Akuntansi, melalui pendidikan formal 

S1 pada jurusan Akuntansi di Universitas 

Andalas dan S2 pada Program Pascasarjana, 

program studi Akuntansi Sektor Publik di 

Universitas Andalas. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen 

profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang ilmu tersebut, 

dan melakukan berbagai pengabdian di bidang ilmu akuntansi. 

Beberapa penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan didanai oleh 

internal perguruan tinggi dan juga Kementerian Agama. Selain meneliti 

dan melakukan pengabdian, penulis juga aktif menulis buku dengan 

harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara 

yang sangat tercinta ini.  

 

Email Penulis: sriadellafitri1234@gmail.com  
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BAB 2  

PRINSIP-PRINSIP 

AKUNTANSI ORGANISASI 
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Pendahuluan 

Akuntansi nirlaba adalah akuntansi yang digunakan oleh organisasi 

nirlaba atau sektor publik yang digunakan sebagai pengelolaan dalam 

keuangan mereka. Tujuan utama akuntansi nirlaba yakni untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dalam 

membantu organisasi nirlaba, mengelola keuangan dengan benar. 

Dalam akuntansi nirlaba, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus 

diikuti oleh organisasi nirlaba. Tujuan adanya prinsip ini nantinya 

untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang sudah dibuat oleh 

organisasi nirlaba akurat dan dapat diandalkan. Prinsip yang saling 

ketergantungan mengharuskan organisasi nirlaba untuk mematuhi 

semua peraturan dan ketentuan yang ada, seperti peraturan 

perpajakan dengan peraturan pelaporan keuangan. Laporan 

keuangan akan memberikan informasi penting kepada para donatur 

dan masyarakat umum. Oleh karena itu, penting bagi organisasi 

nirlaba untuk mengikuti prinsip akuntansi nirlaba dengan benar dan 

menyiapkan laporan keuangan yang akurat dan andal. 

Dalam akuntansi nirlaba, laporan keuangan sangatlah penting 

dikarenakan dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan 

meningkatkan transparansi. Laporan keuangan organisasi nirlaba 
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juga harus mematuhi standar akuntansi yang relevan untuk 

memastikan bahwa informasi yang disajikan benar dan dapat dibaca. 

Selain itu, organisasi nirlaba harus memahami dan menerapkan 

prinsip akuntansi nirlaba tertentu yang berbeda dari organisasi laba. 

Diskusi dalam akuntansi nirlaba sering kali mencakup topik seperti 

menyiapkan laporan keuangan, menentukan sumber pendapatan dan 

pengeluaran, mengelola aset dan kewajiban, dan mematuhi peraturan 

perpajakan. 

Pengoperasian akuntansi nirlaba melibatkan persiapan, 

pengelolaan, dan audit laporan keuangan entitas nirlaba. Dalam 

mengelola akuntansi entitas nirlaba, penting untuk memahami prinsip 

dan standar akuntansi organisasi nirlaba yang berbeda dengan 

akuntansi bisnis. Ini membantu organisasi nirlaba mencapai tujuan 

mereka yang secara ekonomis dan transparan dan memberikan 

manfaat bagi masyarakat. 

 

Konsep Dasar ISAK 35 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK 

IAI) adalah membuktikan: 

1. ISAK 35 yang akan menyusun tentang laporan keuangan organisasi 

nirlaba. 

2. Perubahan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan pada pos-

pos keuangan. 

3. PSAK 1 (amandemen 2019) tentang penyajian laporan keuangan. 

4. PPSAK 13 tentang pencabutan PSAK 45: penyajian laporan 

keuangan dalam hal terjadi pembatalan. 

5. ISAK 35 diubah menjadi PSAK 1, PPSAK 13 berlaku pada periode 

keuangan dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. 

6. Sifat dari organisasi nirlaba berbeda dengan entitas laba. 

Pembedanya adalah bagaimana organisasi nirlaba memperoleh 

sumber daya kekuatan yang diperlukan untuk melaksanakan 

tugas-tugas mereka. Sebuah organisasi nirlaba menerima sumber 

daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau 

memanfaatkan keuangan dibandingkan dengan jumlah sumber 

daya yang diberikan. Sebagai hasil dari sifat ini, terdapat transaksi 

tertentu yang jarang atau tidak pernah terjadi dalam entitas, 

misalnya saat menerima hadiah (Safitri et al., 2022). 
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nomor 116 dan nomor 117. Standar ini berlaku untuk semua 

organisasi nirlaba pemerintahan, membantu standarisasi 

akuntansi dan laporan keuangan di sektor nirlaba. Selain itu, FASB 

mengeluarkan pendapat nomor 124 dan nomor 135 terkait dengan 

organisasi nirlaba (Suci, 2013). 

 

Penerapan Prinsip Akuntabilitas 

1. Penerapan Prinsip Visi Strategis, Visi dan misi adalah bagian dari 

rencana strategis yang dapat berorientasi di waktu mendatang. 

2. Penerapan Prinsip Profesionalisme, Organisasi nirlaba melakukan 

kegiatan dengan profesional dan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

3. Penerapan Prinsip Responsibilitas, Tanggung jawab yakninya jenis 

upaya untuk mematuhi hukum dan peraturan profesi dan tanggung 

jawab sosial perusahaan terhadap masalah masyarakat dan 

lingkungan sekitar. 

4. Penerapan Prinsip Efisien dan Efektivitas, Karakteristik efisien dan 

efektivitas relevan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang 

baik (Swadaya et al., 2020). 

 

 

 

******* 
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Pendahuluan  

Yayasan termasuk pada kategori golongan entitas nirlaba yang tidak 

mengedepankan kepentingan sendiri namun organisasi nirlaba 

kegiatan utamanya adalah mencoba dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Berbagai sistem manajemen keuangan dikelola 

oleh organisasi swasta atau publik membuat organisasi menjadi unik. 

Memerintahkan untuk menyediakan layanan publik/rakyat adalah 

salah satu tujuan organ utama organisasi ini. Sesuai tujuan tersebut 

tentu saja diperlukan akuntabilitas pada pelaksanaannya. 

Akuntabilitas adalah indikator yang perlu dibuat organisasi manapun, 

baik swasta maupun publik.  

Yayasan juga mempunyai payung hukum dalam undang-undang 

nomor 28 Tahun 2004 perihal yayasan, dimana asas-asas 

akuntabilitas dan transparansi publik selain independensi yayasan 

menjadi badan aturan serta asas-asas nirlaba yang sebagai hal 

mendasar bagi suatu yayasan sebab golongan entitas nirlaba seperti 

yayasan berbeda dengan organisasi berorientasi pada keuntungan. 

Dalam pelaksanaan kegiatannya, organisasi nirlaba tidak didorong 

oleh motif keuntungan (Yanuarisa, 2020).  
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Konsep Amanah Sebagai Pengendalian Intern Pengelolaan 

Keuangan Yayasan  

Pengelolaan kekayaan yayasan berlangsung sebagai bentuk tanggung 

jawab yayasan dengan menentukan, mengukur, mencatat dan 

melaporkan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengurus, disini 

bendahara dan pengurus sebagai penanggung jawab, sebagai 

penanggung jawab. dasar pengelolaan keuangan.  

Dalam pengelolaan kekayaan yayasan, sistem pengendalian 

intern tidak terstruktur dan kaku seperti organisasi yang beroperasi 

pada keuntungan. Sistem pengendalian intern lebih bertumpu pada 

rasa saling percaya dan sikap kerja yang dilakukan berdasarkan 

keikhlasan sesuai dengan misi yang diemban oleh masing-masing 

anggota dengan tujuan untuk menciptakan keharmonisan kerajaan 

guna mencapai tujuan yang diinginkan sehingga kecurangan dapat 

dilakukan menghindari. 

Pengendalian intern yayasan didasarkan pada kejujuran, saling 

percaya dan itikad baik terhadap sesama, yang memfasilitasi 

penggunaan laporan keuangan yayasan dan transparansi laporan. 

Sikap ini merupakan alat untuk menghindari penyelewengan dana 

dan menjadi motivasi bagi tugas masing-masing pengelola dana 

(Abhas, 2015).   

 

******* 
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Pendahuluan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat kita ambil di sumber 

lembaga donor seperti nasional atau internasional, dana yang terima 

dari pihak luar negri diatur berdasarkan undang-undang yang telah 

berlaku. Oleh karena itu, cara untuk meningkatkan penerimaan dana 

yang telah diperoleh dari berbagai pihak harus didasarkan pada pola 

prinsip agar nantinya tidak ada yang mencari keuntungan.  

Lembaga Swadaya Masyarakat ini dapat menyelenggarakan 

pembukuan berdasarkan peraturan tata buku yang telah berlaku. 

Dalam pembukuan keuangan LSM akan diperiksa dan ditinjau oleh 

organisasi dan pemberi dana. Oleh karena itu, dalam kewenangan 

penerimaan atau penyimpanan dan penggunaan dana beserta 

pembukuan keuangan. LSM yang telah dilaksanakan oleh para pelaku 

organisasi LSM yang ditentukan oleh badan penyandang dana yang 

berdasarkan status LSM yang dimaksud dalam anggaran LSM, yang 

telah disepakati oleh anggota LSM, yang diajukan kepada lembaga 

donor untuk dapat disetujui menjadi sebuah program atau proyek 

LSM.  

Akuntansi keuangan dan akuntansi biaya memiliki hubungan 

yang terletak pada bagaimana pengaruh siklus pada lembaga yang 

saling bersangkutan. Dalam siklus akuntansi biaya sebuah lembaga 

sangat dipengaruhi oleh siklus dalam kegiatan lembaga tersebut atau 

berupa transaksi yang dilakukannya. Dalam siklus suatu kegiatan LSM 



Pengelolaan Keuangan LSM 

 

38 Widya Putri 

dapat dimulai dengan cara pembelian barang sesuai dengan 

kebutuhan program dan tanpa harus melalui pengelolaan yang lebih 

lanjut dan sebuah transaksi LSM tidak akan pernah terlepas dari 

pembiayaan. Dalam sebuah pencatatan, penggolongan, peringkasan 

dan penyajian serta penafsiran informasi biaya tergantung kepada 

siapa sebuah proses tersebut diajukan. Sebuah proses akuntansi biaya 

LSM dapat diajukan untuk memenuhi kebutuhan (Bastian, 2007) 

Dalam perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ada 

berbagai kegiatan sosial yang terorganisir di Indonesia pada tahun 

1970 yang mengesankan jika dilihat dari segi jumlah, keragaman, 

serta letak geografisnya. Dapat kita lihat pada akhir tahun 1960-an 

dan pada awal 1970-an terdapat sedikit sekali kegiatan sosial dan 

kelompok non-pemerintah yang aktif dalam memiliki rasa kepedulian 

dan kemampuannya untuk menangani masalah-masalah 

pembangunan, sekarang dapat dilihat keadaan tersebut sudah jauh 

berubah, dapat kita lihat dari berdirinya LSM.  

Dapat dilihat dari sekian banyak LSM yang berkiprah dalam aksi 

pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat di Tanah Air muncul 

salah satu tipologi LSM dibentuk di lingkungan pesantren dengan cara 

melibatkan Kiai beserta para santri-santrinya sebagai tulang 

punggung organisasi. (Zubaedi, 2013) 

  

Definisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan sebuah organisasi yang 

didirikan oleh kelompok atau perorangan yang sukarela memberikan 

pelayanan kepada masyarakat umum, tanpa mengharapkan imbalan 

dan keuntungan dari masyarakat. Dalam terjemahan harfiahnya dari 

Bahasa Inggris dikenal sebagai Organisasi Non Pemerintah (ONP). 

Dari instruksi menteri dalam negeri nomor 8 tahun 1990 tentang 

Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. 

LSM yang dimaksud adalah sebuah organisasi atau Lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kewarganegaraan Indonesia 

yang sukarela dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam 

mewujudkan tarif hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan 

Undang-undang nomor 16 tahun tentang Yayasan, maka secara umum 
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2. Menyiapkan informasi tentang bagaimana Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) mencatat kegiatannya. 

3. Menyiapkan informasi yang dapat berguna dalam memperkirakan 

kemampuan lembaga. 

4. Menyiapkan informasi tentang keadaan keuangan pada organisasi 

Lembaga Swadaya Masyarakat dan perubahan di dalamnya.  

5. Menyiapkan informasi seluruh yang berfungsi dalam 

memperkirakan kinerja lembaga atau organisasi Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) dalam bentuk jasa, tujuan pencapaian, 

dan efisiensi.  

Dalam laporan keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

juga menunjukan peranan antisipasi dan menjanjikan yang 

menyiapkan informasi yang bertujuan untuk menaksir banyaknya 

sumber daya yang ditentukan untuk operasi berkelanjutan, sumber 

daya yang diperoleh dari operasi berkelanjutan, dan akibat 

berasosiasi dan keraguan. Dalam laporan keuangan dapat juga 

menyiapkan informasi kepada penggunanya, seperti: 

1. Mengetahui apakah sumber daya sudah didapatkan dan di pakai 

sebanding dengan perkiraan yang telah ditentukan.  

2. Mengetahui sumber daya yang telah diperoleh dan dipakai sesuai 

dengan ketentuan.  

Dalam mencapai tujuan, laporan keuangan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dapat diatur dan disusun dengan dasar akrual. 

Dalam laporan keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 

diatur dalam dasar akrual yang akan memberikan informasi kepada 

pengguna yang tidak hanya transaksi di masa lalu yang menyertakan 

penerimaan dan juga pembayaran kas di masa depan beserta sumber 

daya yang menandakan kas yang akan diterima di masa yang akan 

datang. Oleh sebab itu, lembaga ini diperkirakan tidak bermaksud atau 

bertujuan dan menekankan secara material skala pelayanannya. 

Dalam laporan keuangan yang diperoleh berupa laporan keuangan 

lembaga atau organisasi nirlaba yang berupa laporan posisi keuangan 

pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas 

yang digunakan dalam suatu periode pelaporan. (Bastian, 2007) 

 

******* 
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Pengertian Pengelolaan Keuangan Masjid 
Masjid merupakan salah satu perserikatan sektor publik yang 

termasuk organisasi non laba (nirlaba), yang di dalam operasionalnya 

mengurus sumber daya yang dipunyai atau diterima secara ikhlas dan 

lancar dari warga. Memiliki tiga fungsi 

1. Masjid menjadi tempat ibadah (madlah) juga merupakan tempat 

ibadah umum (ghairu madhlah) sepanjang dilakukan dalam batas-

batas syariah. 

2. Masjid sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui 

berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid ini.  

3. Masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan manusia. 

 

Masjid adalah sejenis organisasi nonlaba di bagian keagamaan. 

Organisasi nonlaba biasanya tidak memiliki kepemilikan serikat 

secara mutlak, karena organisasi nonlaba ini biasanya didirikan oleh 

berbagai orang atau kelompok. Modal untuk membangun organisasi 

nonlaba ini juga dapat diperoleh melalui modal eksternal. Pada saat 

yang sama, kebutuhan operasional dapat diperoleh dari penghasilan 

atau layanan yang diberikan. Oleh karena itu, hal ini mengarah pada 

fakta bahwa yang diukur jumlah dan kepastian arus kas 

menggambarkan metrik penting bagi pengguna laporan keuangan 

masjid (Al-atqiyah & Al-atqiyah, 2021).  
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Pendahuluan 

Fakta bahwa semua lembaga sektor publik, termasuk rumah sakit 

pemerintah, adalah nirlaba, dimiliki bersama, pemilik sumber daya, 

dan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dan operasi dibuat 

berdasarkan kesepakatan menjadikan mereka semua entitas ekonomi 

khusus. Rumah sakit harus meningkatkan manajemen pelayanan 

kepada masyarakat agar dapat bersaing karena merupakan mata 

rantai yang sangat penting dalam mata rantai rujukan pelayanan 

kesehatan yang berperan strategis dalam meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, rumah sakit harus 

memenuhi perannya sebagai lembaga pelayanan sosial dengan 

mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat dan 

memperhatikan prinsip ekonomi meskipun merupakan lembaga yang 

sangat kompleks, dinamis, kompetitif, multi disiplin, dan dipengaruhi 

oleh lingkungan. Ada desakan untuk menaikkan standar pelayanan, 

dan UU Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 mewajibkan rumah sakit 

yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

dijalankan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). (Dekrita, 

2021) 
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3. Kelangsungan Hidup (Viability) 

Kemampuan rumah sakit untuk bertahan hidup merupakan 

indikator tingkat keamanan dan kelangsungan hidupnya dalam 

jangka panjang. Rencana keuangan yang menguraikan bagaimana 

rumah sakit dapat melaksanakan strateginya dan memenuhi 

kebutuhan keuangannya harus disediakan oleh manajemen 

keuangan rumah sakit. 

4. Keterbukaan(Transparency) 

Rumah sakit harus terbuka dengan semua orang yang mungkin 

tertarik dengan informasi tentang niat dan tindakan mereka. Ini 

memerlukan pembuatan laporan yang tepat, menyeluruh, tepat 

waktu, dan sederhana untuk diakses oleh pihak manajemen yang 

berkepentingan. 

 

5. Standar dan Pedoman Akuntansi (Accounting standards) 

Sistem akuntansi dan keuangan rumah sakit perlu mematuhi 

standar dan pedoman akuntansi Indonesia. 

 

6. Integritas (Integrity) 

Keakuratan dan kelengkapan catatan keuangan merupakan aspek 

penting lainnya dalam menjaga integritas laporan dan catatan 

keuangan. 

 

7. Pengelolaan (Stewardship) 

Uang yang diperoleh harus dikelola dengan hati-hati dan 

digunakan oleh rumah sakit untuk menjamin tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan. (Dekrita & Samosir, Manajemen Keuangan 

Rumah Sakit, 2022) 

 

Dalam menyusun laporan keuangan rumah sakit sebaiknya harus 

menyediakan informasi sebagai berikut: 

1. Menilai nilai entitas terkait layanan atau manfaat. 

2. Tanggung jawab administrasi rumah sakit (disajikan dalam bentuk 

laporan aktivitas dan laporan arus kas). 

3. Mengetahui kontinuitas pemberian jasa (disajikan dalam bentuk 

laporan posisi keuangan). 
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4. Mengetahui perubahan aktiva bersih (disajikan dalam bentuk 

laporan aktivitas). 

 

Berikut merupakan beberapa bagian dari laporan keuangan di 

rumah sakit: 

1. Laporan posisi keuangan (aset, aset bersih; tidak disebut neraca). 

2. Laporan aktivitas (pendapatan, pengeluaran, dan kerugian, dan 

perubahan aset bersih) 

3. Arus kas dari operasi investasi, operasi, dan pembiayaan semuanya 

termasuk dalam laporan arus kas. 

4. Catatan atas laporan keuangan menggunakan sifat dan jumlah 

pembatasan permanen atau temporer, serta perubahan klasifikasi 

aktiva bersih. 

 

******* 
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Pendahuluan 
Perkembangan Indonesia tidak lepas dari lembaga syariah yang 

berpedoman pada Alquran dan hadis, salah satunya pesantren. 

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam. Kita sudah tahu bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan 

yang banyak menitikberatkan pada pendidikan agama. Ilmu agama 

Islam memiliki lembaga pendidikan formal dan informal. Pelatihan 

formal karena ada pengajaran terorganisir dari tingkat dasar ke 

pilihan ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan apa yang disebut 

pengajaran non-formal dapat dianggap sebagai pesantren di mana 

informasi tambahan tidak ditampilkan di sekolah-sekolah yang 

didanai pemerintah. Pesantren adalah lembaga pendidikan agama 

Islam berbasis masyarakat yang menitikberatkan pada 

penyelenggaraan pendidikan diniyah agar santri dapat menjadi ahli 

agama Islam dan membangun masyarakat yang Islami.  

Pesantren diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang 

merinci semua transaksi masuk dan keluar sebagai bagian dari tugas 

fidusia mereka. Kemudian, sesuai dengan pedoman akuntansi yang 

tepat, laporkan kepada donatur dana dan pihak terkait secara 

transparan dan akuntabel. Melalui pemberian informasi, keterbukaan 

menumbuhkan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua 

santri, dan warga pesantren yang hadir. Ini juga memastikan 

kenyamanan dan kemampuan untuk mendapatkan informasi yang 
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harus dilakukan yang pertama RKA (Rencana Kegiatan Anggaran), 

biasa disebut RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) atau 

RKAPP (Rencana Kegiatan Pondok Pesantren), dan RAPB  

(Rencana Anggaran Penerimaan Belanja), biasa disebut RAPBS 

(Rencana Anggaran Penerimaan Belanja dan sekolah), RAPBM 

(Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Madrasah), atau 

RAPBPP (Rencana Anggaran Penerimaan dan  Belanja Pondok 

Pesantren) 

 

2. Pelaksanaan (Accounting) 

Akuntansi adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan 

hasil kegiatan ekonomi. Menurut Mulyasa dalam pelaksanaan 

keuangan dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam 

dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan 

dan pengeluaran keuangan pondok pesantren yang diperoleh dari 

sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur 

pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah 

disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan 

pemerintah. Misalnya penerimaan dana spp santri tercatat dalam 

buku penerimaan spp serta ada bukti penerimaan berupa kartu 

spp yang pegang oleh santri. Keduanya dilengkapi dengan buku 

administrasi penyetoran dan penerimaan spp, selain itu bila 

pondok pesantren yang dimaksud memiliki donatur tetap maka 

perlu disediakan buku penerimaan donasi. Pada proses 

pelaksanaan selain buku-buku tersebut ada buku utama yang 

wajib diisi setiap terjadi transaksi, yaitu Buku Kas Umum. Buku 

Kas Umum ini yang menggambarkan histori penerimaan dan 

pengeluaran dana pondok pesantren. Buku Kas Umum tersebut 

dilengkapi dengan dokumen Buku Kas yang berupa kuitansi, 

faktur, nota, atau catatan administrasi lainya. Salah satu bukti 

Buku Kas yang berupa catatan administrasi ialah Buku 

Honorarium dan Intensif Asatidz dan staf. 

 

3. Evaluasi (Auditing) 

Seorang individu yang kompeten dan independen melakukan 

audit, yaitu proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang 
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berkaitan dengan informasi terukur tentang entitas ekonomi 

untuk melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang 

ditetapkan. Sementara itu, Mulyasa menegaskan, pengawasan 

merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan dalam 

evaluasi pengelolaan pembiayaan berbasis sekolah. Ketua 

pengurus pondok pesantren bertanggung jawab mengendalikan 

pengeluaran keuangan pesantren sesuai dengan RAPB yang telah 

ditetapkan dalam hal pengelolaan keuangan (HM, 2023) 
  

 

 

******* 
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Pendahuluan 
Pengelolaan keuangan partai patut diawasi lantaran beberapa alasan, 

sistem kepartaian sangat penting menyangkut dalam sistem 

demokrasi politik, tidak mungkin tidak mengikutsertakan sistem 

politik yang ada sekarang ini . Mustahil ada sistem politik yang sudah  

demokratis tanpa punya sistem kepartaian. Beraneka tujuan dan 

fungsi parpol bisa dijelaskan untuk menjelaskan seberapa pentingnya 

pengaruh eksistensi partai politik sebagai sebuah keharusan, menjadi 

saluran partisipasi warga negara bukan hanya satu-satunya tujuan 

yang ingin dicapai oleh partai politik, namun ingin menyatukan 

kelompok dengan latar  perorangan dan kelompok sosial yang 

berbeda ke dalam sistem politik.  

Partai politik berperan banyak bukan saja dalam penyusunan 

kerangka calon pemimpin nasional, tetapi juga dalam perjuangan 

kebijakan publik alternatif, kebijakan publik berdasarkan berbagai 

aspirasi dan kepentingan yang diungkapkan dalam masyarakat. 

Karena itu, partai politik membutuhkan sumber daya untuk bertahan 

dan mempertahankan susunan paling dasar partai untuk mewakili 

rakyat, mengembangkan kemampuan untuk memilih dalam pemilu, 

dan terlibat secara kreatif dalam debat politik publik. Proses politik 

tidak dapat berlangsung tanpa sumber daya keuangan, partai politik 

tidak dapat mengatur dirinya sendiri, politisi tidak dapat mengatur 
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meningkatkan ketegasannya kepada partai politik ketika memberikan 

hukuman atau sanksi kepada partai politik yang tidak terbuka dan 

akuntabel dalam membuat laporan keuangannya”. Ucap peneliti 

Indonesia Corruption Watch (ICW)  dibagian korupsi politik Apung 

Wadadi ketika melaksanakan jumpa pers di kantor IWC, Apung 

memberikan statement seperti hal tersebut dikarenakan merujuk 

pertimbangannya pada PP 05 Tahun 2009 perihal Bantuan 

Pembiayaan untuk  parpol dimana terdapat dalam pasal 16 

dinyatakan: Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dikatakan dalam pasal 13 perihal sanksi administratif berupa 

penghentian bantuan keuangan dari APBN dan APBD, sampai dengan 

diterimanya laporan oleh pemerintah pada tahun anggaran yang 

bersangkutan. Sedangkan pasal 13 berbunyi: Partai politik harus 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan 

pengeluaran keuangan yang berasal dari dana bantuan APBN/APBD 

setahun sekali secara berkala kepada Pemerintah sehabis diperiksa 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan. “Kita melihat laporan yang tidak 

terbuka dan akuntabel  sudah lama terjadi sejak tahun-tahun 

sebelumnya untuk itu untuk para partai politik dihimbau agar 

transparan dan akuntabel dalam melaporkan laporan keuangan yang 

benar-benar terjadi (Zuryani, Arjawa, & Dwiranda, 2016). 

 

Pengeluaran Partai Politik 
Pengeluaran kampanye pada awalnya terkait erat dengan sistem 

pemilu populer yang digunakan. Representasi proporsional multi-

distrik (lebih banyak kursi per daerah pemilihan) dan sistem daftar 

terbuka memerlukan biaya pemilihan yang jauh lebih besar 

dibandingkan dengan sistem perwakilan proporsional multi-distrik 

dan sistem daftar tertutup kampanye. Disisi lain, di yang kedua sistem, 

hanya partai politik yang berkampanye. Penting untuk mengatur 

bagian atas dengan hati -hati 

Batas pengeluaran, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. 

Biaya pemilu yang berlebihan meninggalkan partai atau kandidat 

dengan kredit yang banyak. Itu harus dibayar pasca pemilihan melalui 

kebijakan khusus yang menguntungkan para kontributor besar ini 

(Surbakti & Supriyanto, 2011) .  
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Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ‘keuangan’ diartikan 

sebagai seluk-beluk uang, urusan uang atau keadaan uang. Sedangkan 

Desa memiliki beberapa pengertian, yaitu kesatuan wilayah yang 

didiami oleh beberapa keluarga dengan pemerintahannya sendiri 

(dipimpin oleh seorang kepala desa), kumpulan rumah di luar kota 

yang merupakan kesatuan, desa atau dusun (dalam pengertian ini, 

sebuah pedalaman), tempat dan wilayah. 

Menurut sejarah regulasi pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014, 

regulasi pengelolaan keuangan desa pada awalnya diatur dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, perkembangan yang dinyatakan tidak 

berlaku dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Raharjo M. M., 

2020) 

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu segala hak dan kewajiban 

desa yang dapat dinilai dengan uang atau uang dan barang, yang 

berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaaan 

keuangan desa meliputi segala kegiatan yang menyangkut 

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban desa. 
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Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 

1. Perencanaan 

Perencanaan artinya suatu aktivitas penyusunan pendapatan dan 

pengeluaran desa, berguna untuk sebuah kegiatan eksklusif pada 

kurun waktu yang akan tiba. Contohnya perencanaan 

pembangunan jalan akses desa, kira-kira berapa porto yang akan 

dikeluarkan oleh pemerintah desa, berapa penerimaan yang 

diberikan pemerintah kabupaten/kota.  

Secara umum, perencanaan keuangan dapat diartikan sebagai 

kegiatan membuat perkiraan pendapatan dan belanja dalam kurun 

waktu tertentu di masa yang akan datang, yang dituangkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Sesuai dengan 

Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2018, dalam merencanakan 

pengelolaan keuangan desa, perencanaan pendapatan dan 

pengeluaran pemerintah desa dipertimbangkan terkait anggaran 

yang dianggarkan dalam APBDes selama periode tertentu. 

 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan ialah kegiatan yang direncanakan pada penyusunan 

planning Kerja Pemerintah (RKP) desa dan dianggarkan pada 

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Dalam 

pengelolaan keuangan desa dilaksanakan serangkaian tindakan 

untuk pelaksanaan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan 

oleh APBD. Menurut Peraturan No. 20 Tahun 2018, 

penyelenggaraan keuangan desa adalah seperangkat transaksi 

penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui kas desa pada 

bank yang ditunjuk oleh Gubernur/Wali Kota. 

 

3. Penatausahaan  

Penatausahaan adalah tindakan melakukan pencatatan atas 

seluruh pemasukan (pendapatan) dan pengeluaran (penggunaan) 

yang dianggarkan selama satu tahun. Hal tersebut, dicatat dalam 

artikulasi kas umum yang berfungsi sebagai penulisan seluruh 

transaksi pendapatan dan pengeluaran yang berafiliasi 

menggunakan dana. Penatausahaan yaitu proses mencatat  

kegiatan keuangan desa menggunakan formulir atau dokumen atau 
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Harmonisasi Kades dan BPD yang sering bermasalah akibat dampak 

politik pasca pemilihan kepala desa atau sebab lainnya. 

Dalam tahap pelaksanaan, area risikonya yaitu: Prinsip swakelola 

Pengadaan Barang/Jasa, Kewajiban Perpajakan, dan masalah lain 

yang tidak diduga seperti bencana alam/sosial, perampokan ataupun 

korupsi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Adapun dalam tahap penatausahaan, area risikonya adalah: 

administrasi pembukuan berbagai macam dan jenis yang harus 

dipenuhi setiap waktu, kejujuran dan pemahaman dari pihak yang 

diberi tanggung jawab, pencatatan aset desa yang masih sering 

diabaikan, dan pemahaman terhadap konsep belanja modal dan 

belanja barang/jasa yang kadang tertukar. 

Pada tahap pelaporan, jika wilayah risiko menjadi bagian dari 

laporan kepala desa (Januari/Maret setelah TA), maka diperlukan 

pelaporan terpadu. Harus dibuatkan laporan pengadaan barang/jasa, 

laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa, Laporan Kekayaan Milik 

Desa, serta Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

yang masuk ke desa juga dilampirkan. 

Selain risiko pada pengelolaan keuangan desa adapun tantangan 

yang harus dihadapi baik dari internal desa maupun eksternal desa. 

Pada tantangan internal desa, yaitu sebagai berikut:  

1. Sumber pendapatan desa untuk dikelola dalam APB Desa. 

2. Porsi pengeluaran desa yaitu 70%:30%. 

3. Kapasitas pengelola keuangan desa masih terbatas. 

4. Kesulitan geografis setiap desa bervariasi mulai dari mudah, 

sedang dan sulit. 

5. Ketidaktepatan (sasaran, tujuan, output, kebutuhan besaran 

anggaran) dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran 

pembangunan. 

6. Masalah pelanggaran hukum yang semakin meningkat 

 

Sedangkan tantangan eksternal dalam pengelolaan keuangan desa 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan pemerintah, 

Gubernur dan Bupati/Wali Kota tidak berjalan maksimal. 

2. Pendampingan masih belum optimal. 
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3. Kendala/masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan DD. 

4. Tuntutan Desa (Pengaturan Siltap dan Tunjangan) yang masih 

sering terjadi. 

5. Pengaruh kebijakan pemerintah lainnya (PKTD; SKB Pengawasan 

Bersama DD). 

6. Pengaturan yang tumpang tindih dengan pemerintahan desa, 

pembangunan desa dan pengadaan barang/jasa di Desa. 
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Latar Belakang  

Berbagai pemerintah daerah telah bergabung membentuk Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak terbitnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum Pengelolaan 

Keuangan. Pembentukan BLUD oleh pemerintah daerah merupakan 

upaya penerapan prinsip efisiensi dan produktivitas untuk 

meningkatkan pelayanan masyarakat. Reformasi pengelolaan 

keuangan negara menghasilkan pengelolaan keuangan BLUD. Terjadi 

transisi dari penganggaran berbasis input atau proses pembiayaan 

menjadi berbasis kinerja. BLUD memiliki fleksibilitas dalam 

mengelola keuangannya karena dapat menggunakan produktivitas 

dan praktik bisnis yang sehat berdasarkan prinsip ekonomi untuk 

meningkatkan pelayanan masyarakat. Ini merupakan jaminan dari 

pengaturan administrasi keuangan negara pada umumnya.  

 

Pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

Dari pengertian tersebut jelas bahwa BLUD didirikan untuk 

memberikan pelayanan masyarakat secara cuma-cuma. Selain itu, 

fleksibilitas mengacu pada pola pengelolaan keuangan yang adaptif 

dengan memanfaatkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan 

pelayanan masyarakat tanpa mengejar keuntungan guna memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  



Pengelolaan Keuangan BLUD 

 

124 Suci Rahma Dani 

4. Kegiatan yang ditugaskan oleh kepala daerah untuk 

penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pejabat 

pengelola BLUD. 

5. BLUD harus mengutamakan kualitas pelayanan publik masyarakat 

serta efektifitas dan efisiensinya dalam melakukan kegiatan tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan. 

6. Sebagai komponen penting dalam anggaran kerja untuk BLUD dan 

laporan kinerja, serta laporan keuangan serta kinerja pemerintah 

daerah, disiapkan dan disajikan.  

7. BLUD memberikan keleluasaan pengelolaan keuangan bagi 

masyarakatnya dalam menyelenggarakan dan meningkatkan 

pelayanan masyarakat. 

 

Pembinaan  dan pengawasan Badan Layanan Umum Daerah 
Pembinaan mengenai BLUD dilakukan baik pengelola metode maupun 

pengelola keuangan. Pengelolaan teknis dilakukan untuk SKPD 

terpaut, padahal pengelola keuangan dilaksanakan untuk pejabat 

pengelola keuangan daerah (PPKD). Dengan penerapan penegakan 

dalam ketentuan kepala wilayah bisa didirikan dewan manajemen 

BLUD. Dalam pembentukan dewan manajemen BLUD hanya 

dikenalkan untuk BLUD terpilih bahwa mempunyai perwujudan 

anggaran pendapatan kotor per tahun yang dipenuhi perwujudan nilai 

serta anggaran modal untuk penimbang serta memiliki persyaratan 

minimum serta ditentukan bagi menteri keuangan.   

Sebagai contoh petugas pengelola BLUD dan pegawai ketua 

dewan pengawas BLUD juga disediakan imbalan. Pengawas internal 

BLUD dilaksanakan untuk unit kerja yang disebut unit pemeriksaan 

internal serta memiliki kedudukan terus dibawah pimpinan BLUD. 

Sementara itu pengawas eksternal BLUD dilakukan untuk aparat 

pemeriksaan internal penguasa lebih jauh BLUD seimbang serta 

peraturan undang – undang namun tidak terbatas pada inspektorat 

provinsi / kabupaten/ kota atau badan pemerintah yang melakukan 

audit eksternal. 

 

******* 
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Pendahuluan   

Terbentuknya UU Nomor 6 tahun 2014 merupakan permulaan dari 

berhasilnya pembangunan desa yang dilakukan dalam skala nasional 

menggunakan semangat “desa membangun” yang mengedepankan 

kemampuan desa dalam menggali kearifan lokal yang ditemukan di 

desa dan semangat bahu-membahu yang dimiliki warga desa tersebut. 

Mencari dan menggunakan kemampuan yang ada pada desa adalah 

sesuatu yang sangat diperlukan, karena dengan meletakkan perhatian 

lebih pada pertumbuhan ekonomi di desa jadi awal mula sebagai 

upaya meningkatkan kualitas perekonomian desa yang ada di seluruh 

sudut Indonesia.  

Sekarang masyarakat desa menggunakan susunan yang telah  ada 

memiliki wewenang utuh dalam menjalankan pembangunan desa 

menggunakan dana yang cukup banyak, didukung oleh asset dan 

potensi yang dimiliki desa tersebut dan seutuhnya menyusun 

aktivitasnya sendiri. Usaha yang dijalankan dalam menggerakkan 

perekonomian desa lewat kegiatan kewirausahaan desa, yang mana 

hal ini melahirkan suatu strategi dalam upaya meningkatkan 

ekonomian desa untuk memberikan kesejahteraan kepada 

masyarakat desa. Hal tersebut dapat menjadi tugas besar untuk 

kementerian desa agar dapat menerangkan betapa substansialnya 

BUMDes pada semua desa yang terdapat di Indonesia. (Suleman dkk, 

2020) 
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Konsep Dasar Organisasi BUMDes 

1. Makna Singkat BUMDes 
Badan usaha milik desa atau yang dapat disebut dengan BUMDes 

berdasarkan Permendagri No. 39 tahun 2010 menjelaskan bahwa 

BUMDes yaitu suatu lembaga yang pendiriannya diprakarsai oleh 

instansi pemerintah desa itu sendiri, yang mana dari segi 

kepemilikan modal serta segi tata kelolanya dilaksanakan secara 

mandiri oleh masyarakat bersama pemerintahan desa tersebut. 
 BUMDes adalah bentuk badan usaha milik desa yang 

dijalankan oleh pemerintah dengan masyarakat desa sebagai usaha 

untuk memperkokoh dari aspek ekonomi desa, dimana 

pembentukannya didasarkan pada kepentingan serta kapasitas 

desa tersebut. Jika dilihat pada UU Nomor 32 Tahun 2004 

membahas pemerintahan desa yakni, desa bisa membentuk suatu 

badan usaha yang cocok dengan sumber daya serta kepentingan 

desa itu. 
Bersamaan dengan penjelasan yang ada didalam UU Nomor 32 

Tahun 2004 diatas, diterangkan pula pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, lalu pada Undang-undang 

Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang desa, terakhir 

berdasarkan Peraturan Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 

mengenai pendirian, pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa dalam rangka memaksimalkan penghasilan desa dan 

masyarakat.  
 

2. Peran BUMDes 

Badan usaha milik desa ini didirikan untuk memenuhi  

kepentingan, potensi, serta daya tampung desa, dalam upaya 

penumbuhan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk 

atas dasar gagasan dari masyarakat desa. Sehingga, tujuan 

pendiriannya pun tidak jauh dari pemenuhan kebutuhan 

masyarakat itu sendiri, karena potensi yang digunakan pun juga di 

prakarsai oleh masyarakat desa tersebut. Karenanya usaha yang  

nantinya akan didirikan itu dimulai dari kehendak masyarakat 

guna mewujudkan suatu perkembangan dilingkungan masyarakat  

desa.  
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Pengelolaan Keuangan pada BUMDes 
Laporan keuangan BUMDes dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu:  

1. Laporan semester pertama 

2. Laporan semester akhir tahun 

Laporan keuangan untuk semester pertama berbentuk laporan 

realisasi APBDes (Anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes) 

paling lama dibuat pada akhir bulan juli. Sedangkan, untuk laporan 

keuangan semester akhir selambat-lambatnya pada akhir bulan 

Januari untuk tahun sesudahnya, yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. 

Dana desa yang ditransfer lewat kas umum desa, semuanya 

merupakan pendapatan desa termasuk kedalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes). Pengelolaan APBDes 

dilakukan oleh kepala desa sebagai pemimpin desa, sebab jabatannya 

memiliki wewenang dalam menyelenggarakan  semua hal terkait 

pengurusan keuangan desa yang dibantu oleh pelaksana teknis 

pengelolaan keuangan desa (PTPKD) dari struktur desa dalam hal 

menjalankan pengelolaan keuangan. 

Azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu, 

transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dalam pelaksanaannya, 

azas-azas ini tertuang di dalam salinan Peraturan Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan 

keuangan desa. Realisasi dalam melaporkan pemakaian Dana Desa 

yang dilakukan kepala desa untuk setiap desa pada Bupati/Walikota 

menyangkut disampaikan semester diterangkan pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. (Ana Sopanah, 

2023) 
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Definisi Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah 
Secara terminologis, zakat adalah pemberian harta tertentu yang 

diwajibkan oleh Allah SWT dalam jumlah tertentu yang diberikan 

kepada mereka yang memiliki hak atas zakat tersebut. Disisi lain, 

zakat seperti yang disyaratkan oleh fikih, adalah sejumlah harta 

tertentu yang harus dikeluarkan untuk mentransfer harta manusia 

yang mampu dan menyalurkan kepada mereka yang berhak  untuk 

menerimanya sesuai kaidah yang ditetapkan  Allah SWT dan juga 

menurut Syariah(Anshori, 2006:12). Menurut PSAK no 109, zakat 

ialah penghasilan yang diberikan wajib zakat menurut aturan Islam 

dibagikan untuk mereka yang memiliki hak untuk memperolehnya 

(mustahik).  Selain itu Zakat juga dapat diartikan sebagai harta yang 

diberikan seorang muslim atau perusahaan yang diberikan kepada 

mereka yang berhak untuk memperolehnya sesuai hukum syariat 

Islam (UU No. 23 Tahun 2011). 

Infaq menurut terminologis berarti mengeluarkan harta untuk 

ketaatan, tawaduk dan cinta terhadap Allah SWT. Selain itu juga 

berupa rasa berterima-kasih terhadap pendapatan yang telah Allah 

SWT berikan kepadanya. Disisi lain Shadaqah berarti semua bentuk 

anugerah/perbuatan yang bermaksud untuk mendapatkan balasan 

Allah SWT. Sedekah mempunyai dimensi yang sangat luas, bukan 

cuman berupa harta saja, akan tetapi juga bisa melakukan hal baik 

kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Padahal sedekah itu 
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3. Dana Tidak Halal 

a. Persetujuan non-halal berarti persetujuan atas semua kegiatan 

tidak halal sebanding dengan hakikat Islam, termasuk 

penerimaan simpanan maupun bunga yang diwajibkan bank 

tradisional. Persetujuan tidak halal aktif biasanya terjalin ketika 

situasi genting maupun non-darurat Yang masyarakat Syariah 

inginkan karena pada dasarnya dilarang. 

b. Pendapatan tidak halal dilegalkan sebagai aset tidak halal yang 

berperai-perai atas harta zakat, dana infak/sedekah dan harta 

amil. Harta yang tidak dibolehkan yang dibagikan menurut 

syariah (Rahman, 2015). 
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Pendahuluan 
Sektor publik sering dipandang sebagai sarang pemborosan, 

inefisiensi, dan organisasi yang merugi. Persyaratan baru telah 

muncul bagi organisasi sektor publik untuk mempertimbangkan value 

for money saat menjalankan operasinya. Pengertian akuntansi sektor 

publik adalah akuntansi yang dapat dipahami sebagai suatu proses 

teknis analisis akuntansi yang digunakan untuk mengkategorikan 

dana publik. 

Uang adalah suatu benda atau alat yang sudah diakui masyarakat 

maupun negara untuk dijadikan sebagai alat perantara untuk 

melakukan transaksi atau pertukaran barang maupun jasa. Uang juga 

diartikan sebagai alat yang dapat memudahkan kegiatan dalam 

bertransaksi, baik itu transaksi jual beli berupa barang maupun jasa. 

(Harian, 2021). 

Value for money adalah ide manajemen untuk organisasi sektor 

publik yang didasarkan pada tiga faktor utama: ekonomi, efisiensi, dan 

efektivitas. Kelompok yang berfokus pada kegiatan publik dikenal 

sebagai kelompok sektor publik. Kelompok ini biasanya tidak 

mengutamakan keuntungan sebagai tujuan utamanya karena 

berorientasi pada kepentingan umum. Proses manajemen, 

bagaimanapun masih ada di perusahaan sektor publik secara 

keseluruhan. 

Jika sebuah perusahaan menggunakan sumber daya paling sedikit 

untuk menghasilkan jumlah output terbesar untuk memenuhi 
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c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% (X > 100%) 

maka, efisien. 
 

3. Pengukuran Efektivitas 

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan 

atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan 

hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus 

dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses 

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending 

wisely). 

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 

mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai 

tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan 

secara efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa 

efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya 

melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Rumus pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut: 

Keterangan: 

Outcome = Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan. 

Output = Hasil yang dicapai oleh kebijakan program. 

Menurut Mahsun (2006), kriteria efektivitas adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% (X < 100%) 

maka, tidak efektif. 
b. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% (X = 

100%) maka, efektivitas berimbang. 
c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% (X > 100%) 

maka, efektif. 
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Pendahuluan 

Konsep manajemen kinerja yang banyak diaplikasikan oleh organisasi 

sektor publik, seperti organisasi pemerintahan adalah Balanced 

Scorecard. Konsep Balanced Scorecard ini awalnya banyak digunakan 

oleh organisasi-organisasi bisnis, seperti perusahaan besar yang 

berada di Negara Amerika Serikat. Setelah dinilai ternyata konsep 

Balanced Scorecard ini cocok digunakan pada organisasi-organisasi 

seperti organisasi sektor publik karena konsep  

Balanced scorecard ini memusatkan terhadap segala bagian, 

seperti aspek kuantitatif-financial dan kualitatif-non financial. Perihal 

tersebut serupa dengan organisasi sektor publik yang tujuannya 

meletakkan keuntungan tidak hanya menjadi tolak ukur terhadap 

kinerja utamanya, tetapi juga bersifat kualitatif dan nonkeuangan 

sebagai pelayanannya. Sekalipun Balanced Scorecard ini berkembang 

pada organisasi bisnis, sektor publik ini dapat mengangkat berbagai 

transformasi terhadap konsep Balanced scorecard. 

Pengambilan aksi dan kiat manajemen organisasi swasta 

terhadap organisasi sektor publik yaitu searah dengan New Public 

Management. Balanced Scorecard ini diambil terhadap suatu 

kelompok yaitu kelompok sektor publik agar dapat menaikkan 

kemampuan yang diperoleh oleh organisasi sektor publik, 

berdasarkan kejadian di perusahaan-perusahaan besar ketika 

menggunakan konsep Balanced Scorecard ini membuktikan 
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● Pembaharuan secara 
berkelanjutan pada 
peralatan 

Pertumbuhan 
dan 
Pembelajaran 

● lanjutan dan 
pelatihan pada 
Pendidikan 

● pengetahuan 
perpustakaan 

● Gaji pegawai yang 
ditingkatkan 

● Aspek pendidikan serta 
pelatihan internet dan 
jaringan 

● Aspek pendidikan dan 
pelatihan akuntansi 
komputer 

● program untuk pegawai 
seperti program 
pendidikan S2 

Sumber: (Mahmudi, 2015) 

 

Tahap Penganggaran pada Balanced Scorecard   

Pada manajemen strategis setelah menyusun program pada Balanced 

Scorecard tahap selanjutnya yaitu penganggaran. Pada tahap 

pembuatan pemrograman, kebutuhan yang dibutuhkan oleh program-

program dalam sumber daya maupun investasinya sudah 

diperhitungkan. Berdasarkan rencana keuangan yang berjangka 

panjang dalam pembuatan program itu membutuhkan waktu lebih 

satu tahun. Sedangkan, pada rencana jangka pendek, waktunya hanya 

satu tahun. Dapat dikatakan bahwa pemrograman yang sudah 

disetujui pada tahap pemrograman dan akan digunakan untuk 

menyusun anggaran tahunan itu berkaitan dengan tahap 

pemrograman dengan penganggaran. (Mahmudi, 2015) 
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Pendahuluan 

Akbar dalam Edowai (2021) berpendapat bahwa era reformasi 

berdampak pada tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan dalam 

proses pembangunan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. 

Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja pemerintah daerah yang 

baik. Transparansi dan akuntabilitas publik merupakan komponen 

integral dari tata pemerintahan yang baik. Ketika diterapkan pada 

pola perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan 

daerah, maka secara logis mengikuti. Kinerja pemerintah daerah 

dapat ditingkatkan melalui penerapan dan transparansi pengelolaan 

keuangan daerah. Kinerja pemerintah daerah berdampak pada 

akuntabilitas karena akuntabilitas merupakan suatu bentuk 

kewajiban bagi mereka yang melaksanakan kegiatan publik untuk 

dapat menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan tentang 

langkah-langkah keputusan dan proses yang dilakukan, kemudian 

dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya. (Edowai, 2021) 

Akuntabilitas sering diartikan dalam berbagai cara. Karena ada 

harapan tak terucapkan untuk perilaku PNS, harapan ini berkembang 

menjadi kebiasaan yang mempengaruhi bagaimana karyawan lain 

berperilaku di dalam perusahaan dan bahkan bagaimana aturan 

formal disusun. Akuntabilitas merupakan kesepakatan yang dibuat 

oleh masyarakat dan pemerintah serta oleh aparatur birokrasi. (2015) 

(Dwiyanto). Usman berpendapat dalam Paranoan (2022) bahwa 
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penerapannya. Karena itu yang dinamakan akuntabilitas 

antisipatif. Akuntabilitas antisipatif mensyaratkan pejabat publik 

harus mempersiapkan perubahan akuntabilitas lingkungannya.  

Selain kesulitan terkait dengan tanggung jawab hukum, 

temuan analisis yang dilakukan sebagai berikut juga dapat 

memberikan peluang: 

a. Kemungkinan makna mandat di bidang-bidang yang mereka 

izinkan untuk kebijaksanaan administratif 

b. Kesempatan untuk menunjukkan kinerja yang dibutuhkan oleh 

persyaratan 

c. Kemungkinan hasil dari kemajuan informasi dan teknologi yang 

memungkinkan pelaporan yang cepat dan efektif bila 

diperlukan. (Sangkala, 2022) 

 

Mekanisme Akuntabilitas Birokrasi Indonesia 
Jika tidak ada saluran komunikasi, akuntabilitas tidak akan tercapai. 

Alat akuntabilitas yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Nasional atau Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Nasional atau Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) Nasional atau Daerah, Rencana Strategis 

(Restra) untuk setiap Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dan 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap PNS 

2. Perjanjian Kinerja. Terhitung sejak 1 Januari 2014 telah ditetapkan 

kontrak kerja pegawai untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

3. Laporan kinerja adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKPI) yang meliputi pertanggungjawaban keuangan, 

pengukuran dan analisis pencapaian kinerja, serta kesepakatan 

perencanaan dan kinerja untuk tahun tertentu. (Dwiyanto, 2015) 
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Pengertian Sektor Publik 
Secara simpel, sektor publik (public sector) ditafsirkan suatu entitas 

yang dimana kegiatannya terkait dalam upaya menghasilkan barang 

atau jasa publik bagi warga umum, dimana sumber dana yang berasal 

dari Iuran dan pemasukan negara lainnya, dimana banyak 

aktivitasnya ditata dalam ketentuan atau peraturan. (Murdayanti, 

2016) Sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi 

melainkan juga faktor politik dan sosial. (Mulyono, 2022) 

Broadbent dan Guthrie (1992) mendefinisikan sektor publik dari 

dua segi yaitu kegiatan dan juga kepemilikan. Sektor publik dari segi 

kegiatan yang dimana seluruh kegiatan atau aktivitasnya dimodali 

oleh pihak pemerintah atau negara, yang mana modal tersebut berasal 

dari iuran pajak maupun penerimaan negara lainnya, dan juga yang 

berasal dari kewajiban atau liabilitas. Kegiatan yang dilangsungkan 

oleh sektor publik adalah jasa yang bersifat monopolistik, dilihat 

sebagai dari kebutuhan masyarakat. Sektor publik dari segi 

kepemilikan ialah  segala sesuatu yang menjadi milik masyarakat atau 

masyarakat umum, bukan pemegang saham atau sekelompok orang. 

Lembaga sektor publik dalam kegiatannya tidak mencari untung 

ataupun laba, maka dari itu lembaga ini disebut lembaga Nirlaba. (Rai, 

2008) 
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b. minimum 2,5 Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Perbandingan 

PAD, Bagian Daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemasukan 

sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya serta Dana 

Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Wajib (BW) 

dengan jumlah pokok jatuh tempo, bunga, dan beban pinjaman 

lainnya adalah inti dari DSCR. 

 

𝐷𝑆𝐶𝑅 =
(𝑃𝐴𝐷 + 𝐵𝐷 + 𝐷𝐴𝑈) − 𝐵𝑊

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝐴𝑛𝑔𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛 + 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 + 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛)
 

 

2. Pengaturan Mengenai Penggunaan Uang Muka 

a. Utang jangka panjang dimanfaatkan untuk memodali proyek-

proyek yang berpotensi menciptakan pengembalian untuk 

pengembalian utang dan layanan masyarakat. 

b. Utang jangka pendek untuk mengelola cash flow. (Murdayanti, 

2016) 

 

 

******* 

 

 

Daftar Pustaka 

Mulyono, R. D. 2022. Akuntansi Sektor Publik. Bandung: Media Sains 

Indonesia. 

Murdayanti, Y. 2016. Tata Kelola Keuangan Sektor Publik . Jawa Barat 

: Goresan Pena. 

Nofrivul. 2008. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Batusangkar: 

STAIN Batusangkar Press. 

Rai, I. G. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba 

Empat. 

 

 

 

 



Analisis Rasio Keuangan Lembaga Sektor Publik 

   

203 Silvia Rahnila 

PROFIL PENULIS 

Silvia Rahnila 

Penulis dilahirkan di Koto Tangah, 

kecamatan Tanjung Emas, kabupaten Tanah 

Datar pada Senin, 23 Desember 2002. Penulis 

lahir dari pasangan Sarifudin dan Eka 

Sriyanti anak pertama dari tiga bersaudara. 

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari 

TK Islam Nurul Jadid, Bengkong Laut, Batam 

tamat pada tahun 2009 , dan melanjutkan di 

SDN 003 Bengkong Laut, Batam dan tamat 

tahun 2015 dan menaiki jenjang menengah 

pertama  yaitu di MTsN 1 Batam tamat pada 

tahun 2018 dan jenjang menengah akhir di 

SMKN 2 Batam pada jurusan Akuntansi tamat pada tahun 2021. Kini 

penulis sedang menempuh pendidikan kuliah di Universitas Negeri 

Islam Mahmud Yunus Batusangkar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam dengan program Studi Akuntansi Syariah. Penulis memilih 

jurusan Akuntansi Syariah karena penulis sudah sejak SMKN yang 

dimana jurusan penulis ialah Akuntansi maka dari itu penulis sudah 

memiliki ilmu dasar tentang Akuntansi. 

Penulis juga aktif di dunia organisasi baik dalam lingkungan 

kampus maupun lingkungan masyarakat. Dalam dunia kampus 

penulis ikut andil dalam kegiatan kampus menjadi bagian panitia, 

peserta dan pengisi acara pada kegiatan kampus baik kegiatan 

program studi maupun Fakultas. Pada lingkungan masyarakat penulis 

aktif menjadi Remaja Islam di sekitar tempat tinggal penulis dan 

menjadi anggota Pelatihan Paskibra Indonesia di Batam, Kepulauan 

Riau.  

 

E-mail Penulis : silviarahnila2312@gmail.com  

 

 

 

mailto:silviarahnila2312@gmail.com


Analisis Rasio Keuangan Lembaga Sektor Publik 

 

204 Silvia Rahnila 

 


	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf
	cf8dff3e2508b73910691545811e91c6d96b26ac63dcabcae29f22c048ed4899.pdf

